' SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 3/PW.01/7111/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Provinsi  Republik  Indonesia telah  menetapkan
Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2022 berdasarkan Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
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Mengingat
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Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 3/PW.01/7111/2022 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

intern Pemerintah;
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Seketariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1153);

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1236;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
443 /Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20
Oktober 2017  perihal Penyelenggaraan  Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

-4 -

Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIPAceh dan
KPU/KIP Kabupaten/ Kota;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Nomor 30/PK.01/7111/2022 tentang
Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3/PW.01/7111/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022.
Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan dan
tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
Masa kerja Satuan Turgas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan
sampai dengan 31 Desember 2022.
Tanggungiawab akhir Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan berada di bawah Divisi Hukum dan
Pengawasan, dan tanggungiawab operasional berada di
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM.
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan
Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun Anggaran 2022.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

m

AR
s S
Suriany Bahende
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN NOMOR
3/PW.01/7111/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2022

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022

Jabatan dalam

No. Nama Jabatan Tugas
Satuan Tugas
1 Stanly E. Kakunsi Ketua Pengarah Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan
mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai
2. Fijey Bumulo Anggota Pengarah
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dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak

Hirsan Mohamad Anggota Pengarah
anjut yang telah disusun.
Topan Bolilio Anggota Pengarah
Membantu dalam mengarahkan dan menyusun
Penan n kebijakan enyelenggaraan SPIP, serta
Rifton A.J Tulangow Sekretaris SEHNE ! peny 58
Jawab melaksanakan pengendalian untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan SPIP
Menyusun rencana tindak dan jadwal
Suriany Bahende Kepala Sub Bagian Hukum Ketua penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta
dan Sumber Daya Manusia
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja
Kepala Sub Bagian Teknis Fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja,
Penyelenggaraan Pemilu, menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan
Yessi Z.S Mentang Tim Kerja
Partispasi dan Hubungan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu
Masyarakat kegiatan penyelenggaraan SPIP
Kepala Sub Bagian
Meydi Jaya Mokoginta Keuangan, Umum, dan Tim Kerja
Logistik
Kepala Sub Bagian
Fanny Arisandy Ake Perencanaan, Data dan Tim Kerja

Informasi
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10. Cut Asri Elisa Pelaksana

Sekretariat Mengelola administrasi, keuangan, dan

11. Nindy S. Podomi Tenaga Pendukung

Sekretariat dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta

menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Mo

M .\‘(iﬁ:{(
riatiy Bahende

Sus

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
ttd.

STANLY E. KAKUNSI
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